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ABSTRAK 

Nadiva Aulia Arman, Abdul Mahsyar, Adnan Maaruf, 2024. Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Di kantor Desa Bontorannu Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat 

Terhadap pelayanan Di kantor Desa Bontorannu Kecamatan kajang Kabupaten 

Bulukumba. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat uraian secara akurat mengenai 

Fakta-Fakta lapangan tentang kepuasan masyarakat di desa bontorannu. Sumber data 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melibatkan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan keseimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Reliablity di kantor Desa 

Bontorannu sudah menerapkan adanya ketanggapan aparat terhadap masyarakat 

pengguna pelayanan di kantor desa tersebut, Kepuasan masyarakat di Kantor Desa 

Bontorannu umumnya sudah memadai dan mampu memenuhi, responsiveness 

menunjukan bahwa sangat bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan dan 

memberikan pemahaman yang baik dalam proses pelayanan yang cepat tanggap 

terhadap masyarakat, jaminan ( Assurance) kemampuan aparat dalam memberi 

jaminan yang bertanggungjawab dalam proses pelayanan pemerintah telah 

mengambil langkah-langkah yang signifikan, empathy (empati) perhatian pemerintah 

memberikan perhatian dalam proses pelayanan dimana pemerintah lebih 

mementingkan kepentingan masyarakat diabndingkan kepentingan pribadinya saat 

proses pelayanan, tangible (bukti fisik) cukup memadai namun masih ada 

kekurangan dalam proses pelayana yaitu fasilitas ruangan yang tidak memadai dalam 

proses pelayanan sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat dan menjadi bahan 

evaluasi pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Kepuasan 

Masyarakat Terhadap pelayanan di Kantor Desa Bontorannu sudah cukup memadai 

dalam pemberian pelayanan. 

Kata Kunci : Kepuasan Masyarakat, Pelayanan publik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di setiap negara, terdapat suatu sistem administrasi yang mengatur urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan layanan untuk memenuhi 

segala aspek kepentingan. Penyediaan layanan ini merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh beberapa individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

mereka. Salah satu tanggung jawab dan fungsi utama pemerintah adalah 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang efektif.  

Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan 

publik yang disediakan oleh Kementerian PUPR mencapai 3.34 dalam rentang 

skala 1 hingga 4, atau setara dengan 83.59 dalam skala 25 hingga 100. Hasil ini 

menandakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Kementerian PUPR 

diklasifikasikan sebagai "Baik" atau B. Terjadi peningkatan IKM dari tahun 

sebelumnya, di mana pada tahun 2021 IKM sebesar 3.13 (78.25), meningkat 

menjadi 3.34 (83.59) pada tahun 2022. Secara keseluruhan, layanan publik ini 

masuk dalam kategori "Baik", dengan beberapa aspek layanan, terutama dalam 

Sarana dan Prasarana Layanan Publik, yang mencapai tingkat kepuasan yang 

sangat baik.(Kementerian PUPR, 2022) 

Meskipun secara keseluruhan layanan tersebut tergolong dalam kategori 

"Baik", analisis data per unit organisasi menunjukkan bahwa beberapa unsur 

layanan di beberapa unit organisasi memerlukan perhatian khusus untuk 
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meningkatkan kualitas layanan. Terutama, perhatian diperlukan di Ditjen Bina 

Marga untuk unsur U3, yaitu waktu penyelesaian layanan yang masuk dalam 

kategori "D" atau "Tidak Baik", serta pada unsur U1 (persyaratan layanan) dan 

U2 (sistem dan prosedur layanan) yang masuk dalam kategori "C" atau "Kurang 

Baik". Demikian pula, perhatian diperlukan di Ditjen SDA untuk unsur waktu 

penyelesaian layanan yang juga masuk dalam kategori "C" atau "Kurang Baik". 

Fokus utama pemerintah adalah menyediakan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat, yang biasanya disebut sebagai pelayanan publik. Seiring 

berjalannya waktu, permintaan untuk kualitas pelayanan dari pemerintah 

semakin meningkat. Meskipun pemerintah berupaya untuk mencapai tata kelola 

yang baik, tetap ada hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang kadang-

kadang muncul. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

dan terukur. 
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Survey Kepuasan Masyarakat merupakan implementasi dari Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang secara 

tegas menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban 

melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta 

mengakomodir harapan dari masyarakat penerima/pengguna layanan. 

Banyaknya pelayanan yang dianggap kurang baik disebabkan oleh 

ketidakmemenuhi beberapa indikator kualitas pelayanan (servqual), seperti 

Bukti Fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy). Kualitas 

pelayanan menjadi salah satu elemen yang signifikan dalam menentukan 

kepuasan masyarakat (Ma’wa et al., 2022). 

Seorang peneliti senior dari LP3ES, Kamil (2020), menyatakan bahwa 

good governance di Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Hal ini 

disebabkan oleh masih adanya kasus-kasus pelanggaran etika dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Etika merupakan nilai-nilai 

yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. 

Dalam konteks pemerintahan, istilah "etika birokrasi" menjadi aspek yang sangat 

penting dalam implementasi pelayanan publik.  

Memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat telah menjadi fokus 

utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia, perbaikan 

pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin penting karena terlihat 

adanya stagnasi dalam kemajuan penyelenggaraannya. Dampak dari kurangnya 
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perbaikan ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, 

seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. 

Dalam konteks ekonomi, buruknya pelayanan publik dapat berdampak 

serius, terutama pada penurunan tingkat investasi. Hal ini dapat mengakibatkan 

pemutusan hubungan kerja di sektor industri dan ketidakmungkinan terbukanya 

lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan 

angka pengangguran. Konsekuensi lebih lanjut dari permasalahan ini mencakup 

munculnya kerawanan sosial. 

Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia menuntut 

perhatian serius dan tindakan strategis dari pemerintah dan pihak terkait. Upaya 

bersama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan 

publik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

serta mencegah terjadinya dampak negatif pada tingkat ketenagakerjaan dan 

stabilitas sosial.(Mahsyar, 2011) 

Kepuasan masyarakat menjadi parameter keberhasilan suatu lembaga, 

mengingat masyarakat berperan sebagai konsumen yang menggunakan produk 

atau jasa yang dihasilkannya. Kepuasan masyarakat dapat dicapai melalui 

penyediaan pelayanan yang bermutu. Faktor penentu utama kepuasan 

masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mempersepsikan pelayanan 

yang diterima. Masyarakat melakukan perbandingan antara harapan mereka 

dengan kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. Tingkat kepuasan 

masyarakat bergantung pada sejauh mana pemerintah dapat memenuhi harapan 

mereka. Standar penilaian kinerja pelayanan diukur berdasarkan harapan-
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harapan masyarakat tersebut. Kepuasan masyarakat akan muncul jika harapan 

mereka terpenuhi dengan baik, sementara kekecewaan masyarakat akan timbul 

jika harapan terhadap kualitas pelayanan tidak terpenuhi dengan baik. 

Menurut Kotler (2017) kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi /kesan 

nya terhadap ( kinerja atau hasil ) suatu produk dan harapan-harapan nya seperti, 

Grievance and suggestion system (sistem keluhan dan saran), Patron delight 

surveys (survey kepuasan pelanggan ), Ghost shopping ( pembeli bayangan ), 

Lost purchaser analiysis (analisa pelanggan yang lari ). 

Banyaknya kritik yang disampaikan oleh masyarakat disebabkan oleh 

kurangnya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, mulai 

dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Banyaknya kendala, seperti proses yang 

rumit, kurangnya transparansi, dan seringkali penundaan dalam penanganan 

urusan yang disebabkan oleh ketidakjelasan pihak pelayanan. Situasi ini muncul 

karena kekurangan persiapan sumber daya manusia di dalam pemerintahan 

sebagai penyedia layanan yang profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan 

menyadari bahwa pemberian layanan yang baik akan menciptakan pandangan 

positif dari masyarakat. 

Proses pelayanan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat 

seharusnya tidak mengalami fenomena seperti ini. Hal tersebut dapat berdampak 

pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan dapat 

menciptakan pandangan negatif dari masyarakat terhadap layanan tersebut. 
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Kantor desa merupakan suatu lembaga pemerintahan yang didirikan 

dengan maksud membantu masyarakat dalam berbagai aspek, seperti 

pembangunan desa, administrasi kependudukan, pengelolaan aset, pencatatan 

perjalanan dinas, layanan umum, dan terutama dalam mengelola data penduduk 

di wilayah desa. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat (Nuraini & Eriyanto,2023). 

Sama halnya dengan kualitas pelayanan pada kantor Desa Bontorannu, 

masih sering terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat karena kurang puasnya 

terhadap pelayanan yang diberikan. Maka perlunya peningkatan kualitas 

pelayanan agar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kantor Desa 

Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor 

Desa Bontorannu memberikan pelayanan berupa pengurusan akta tanah, 

pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, pelayanan kesehatan berupa posyandu dan 

juga memiliki mobil sehat, pembuatan surat keterangan tidak mampu, surat 

domisili penduduk. 

Namun, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada tanggal 12 

Januari, melalui wawancara dengan seorang warga bernama F (39), disampaikan 

bahwa ketika ia sedang mengurus surat pindah domisili, ia mengalami pelayanan 

yang tidak memuaskan di bagian pelayanan tersebut. F menyatakan bahwa 

pegawai yang bersangkutan berbicara dengan nada yang kurang sopan dalam 

interaksinya dengan dirinya. Dalam penelitian ini, terdapat fenomena antara 

pimpinan lama dan pimpinan baru. Pimpinan lama telah menyebabkan tingkat 
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kepuasan masyarakat menurun karena adanya perbedaan perlakuan antara 

golongan A dan B. Perbedaan ini membuat pelayanan menjadi tidak lancar. Oleh 

karena itu, pimpinan baru sedang melakukan upaya untuk mencapai kesetaraan 

yang baik dalam proses pelayanan, tanpa membeda-bedakan. 

Penting untuk diperhatikan bahwa atribut pelayanan di seluruh desa 

memiliki prioritas yang harus ditingkatkan. Prioritas utama yang perlu diperbaiki 

adalah atribut prosedur dan kecepatan, diikuti oleh atribut transparansi biaya, 

kemampuan petugas, pemahaman, dan kesungguhan sebagai prioritas kedua. 

Atribut ketelitian dan keakuratan menjadi fokus prioritas ketiga yang perlu 

diperbaiki. Prioritas keempat yang harus ditingkatkan mencakup atribut realisasi, 

kesediaan memberikan informasi, kesediaan membantu, keramahan petugas, dan 

atribut kepercayaan terhadap petugas. Sementara itu, beberapa atribut saat ini 

tidak menjadi prioritas tinggi karena sudah memenuhi tingkat kepentingan 

masyarakat atau dianggap berlebihan. Atribut tersebut meliputi lokasi, 

penampilan kantor, kebersihan, penampilan aparat, keberadaan pimpinan, 

kesediaan menanggapi, pengetahuan petugas, dan atribut keakraban. 

Konsep pelayanan telah mengalami perkembangan, terutama dengan 

reformasi di sektor publik atau pemerintahan yang mulai mengadopsi 

pendekatan pelayanan yang mirip dengan praktik sektor privat atau bisnis. 

Tujuannya adalah untuk bersaing dalam memberikan yang terbaik kepada 

masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai 

penerima pelayanan yang mengikuti kebijakan pemberi layanan, melainkan juga 
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menempatkan masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen. Dengan demikian, 

masyarakat memiliki peran sebagai penentu tingkat pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan publik di tingkat desa memegang peranan krusial dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Kantor Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat 

lokal memerlukan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kualitas dan 

kepuasan masyarakat yang dilayani. Kabupaten Bulukumba, khususnya di 

Kecamatan Kajang, menjadi daerah yang menarik untuk dikaji dalam hal ini, 

dengan Desa Bontorannu sebagai fokus penelitian. 

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas 

pelayanan di tingkat desa merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan. 

Penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan dimensi keberlanjutan dalam 

konteks pelayanan publik, dengan harapan bahwa temuan yang dihasilkan dapat 

menjadi panduan bagi pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan di 

tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan 

pemahaman tentang kepuasan masyarakat, tetapi juga memberikan pandangan 

terhadap upaya menuju pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan kantor desa. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan evaluasi bagi kantor desa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul  
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“KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI 

KANTOR DESA BONTORANNU KECAMATAN KAJANG 

KABUPATEN BULUKUMBA” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai  dengan latar belakang diatas,maka disusunlah rumusan masalah ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis 

pelayanan yang disediakan oleh Kantor Desa Bontorannu? 

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan di Kantor Desa Bontorannu?  

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan administratif, 

sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Kantor Desa Bontorannu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis 

pelayanan yang disediakan oleh Kantor Desa Bontorannu. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan di Kantor Desa Bontorannu. 

3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan 

administratif, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Kantor Desa 

Bontorannu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini menjadi sangat berguna dengan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan teori pelayanan publik, terutama dalam 

konteks pemerintahan desa. Analisis kepuasan masyarakat dapat 

memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas 

pelayanan di tingkat lokal. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang 

lebih jelas tentang aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di 

Kantor Desa Bontorannu. Pemerintah desa dapat menggunakan hasil 

penelitian untuk melakukan perubahan kebijakan atau implementasi 

strategi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



 

74 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai 

dasar dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain 

sebagai berikut 

No Nama/Judul Tujuan  Metode  Hasil  

1. “ANALISIS 

KEPUASAN 

MASYARAKAT 

TERHADAP 

PELAYANAN 

PUBLIK DI 

KANTOR DESA 

MBAWI 

KABUPATEN 

DOMPU” 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

kualitas 

pelayanan dan 

upaya yang 

dilakukan oleh 

DESA MBAWI 

Kabupaten 

Dompu.  

 

Pendekatan 

penelitian 

ini Jenis 

penelitian 

ini 

menggunaka

n 

pendekatan 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n tekni 

purposive 

sampling. 

teknik 

pengumpula

n data 

melalui 

observasi, 

wawancara 

dan 

dokumentasi

. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pelayanan yang 

diberikan 

Kantor Desa 

Mbawi 

Kabupaten 

Dompu sudah 

berjalan cukup 

baik karna hal 

ini dapat 

dilihat dari 

daya tanggap 

dan empati dari 

petugas dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

di Desa yang 

di alami oleh 

masyarakat 

akan selalu 

ditanggapi.  

 

2. “EVALUATION 

OF PUBLIC 

SERVICES AT 

BODOR 

VILLAGE 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

kualitas 

Metode 

penelitian 

menggunaka

n deskriptif 

pendekatan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pelayanan 

publik di Kantor 
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OFFICE, 

NGANJUK 

REGENCY” 

 

pelayanan 

publik pada 

Kantor Desa 

Bodor di 

Nganjuk 

Kabupaten, 

perlu dilakukan 

penelitian 

evaluasi 

pelayanan 

publik. 

 

 

 

 

 

kualitatif  yan

g 

menggambar

kan kualitas 

pemberian 

layanan 

kepada 

masyarakat 

melalui 

wawancara 

dengan 

informan, 

observasi dan 

dokumentasi. 

Desa Bodor 

Kabupaten 

Nganjuk adalah 

cukup baik, 

namun 

pelayanan yang 

diberikan perlu 

ditingkatkan 

terutama dari 

segi 

sarana dan 

prasarana 

penunjang yang 

didukung oleh 

sumber daya 

manusia yang 

berkualitas, 

petugas 

pelayanan 

publik responsif 

Kantor Desa 

Bodor telah siap 

dalam 

memberikan 

pelayanan, 

selain itu 

masyarakat 

Desa Bodor 

merasa percaya 

dengan 

masyarakat 

petugas 

pelayanan 

karena adanya 

jaminan 

ketepatan waktu 

pelayanan yang 

disampaikan, 

bagi 

Bentuk empati 

petugas 

pelayanan 

publik dapat 

dilihat dari cara 

mereka 

membayar 
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perhatiannya 

terhadap 

masyarakat 

yang ingin 

mendapatkan 

pelayanan 

publik. 

3. “ANALYSIS OF 

COMMUNITY 

SATISFACTION 

THROUGH 

ADMINISTRATI

VE SERVICES” 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pandangan atau 

persepsi 

masyarakat 

dalam menerima 

pelayanan 

administrasi di 

Kantor Desa 

Pattaneteang, 

Dusun Bungeng, 

Bantaeng 

Daerah. 

Penelitian ini 

deskriptif 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian 

lapangan. 

Peneliti 

menggunaka

n 

teknik 

pengumpulan 

data melalui 

observasi, 

wawancara, 

dan 

dokumentasi. 

Data primer 

yang 

digunakan 

meliputi 

Desa, Staf 

Desa, dan 

masyarakat. 

Sedangkan 

data sekunder 

adalah data 

bersumber 

dari Kantor 

Desa yang 

berkaitan 

dengan 

penelitian. 

Hasil penelitian 

menemukan 

bahwa 

Indikator tolak 

ukur kepuasan 

adalah 

kesederhanaan, 

kepastian 

waktu, 

kelengkapan 

fasilitas 

dan 

infrastruktur, 

lalu akses dan 

disiplin. Faktor 

yang 

mempengaruhi 

adalah faktor 

pendukung 

dengan 

adanya 

pedoman 

pelaksanaan 

administrasi, 

serta didukung 

dengan inovasi 

pembangunan 

desa yang 

berbasis data 

dan peta digital 

yang 

memudahkan 

aparatur desa. 
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4. ” ANALYSIS OF 

COMMUNITY 

SATISFACTION 

LEVEL WITH 

ADMINISTRATI

ON SERVICES 

AT SALAMPE 

VILLAGE 

OFFICE” 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Tingkat 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Administrasi 

pada 

Kantor Desa 

Salampe. 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

n observasi, 

wawancara, 

dan metode 

dokumentasi. 

Teknik 

analisis data 

dalam hal ini 

Penelitian 

menggunaka

n teknik 

kondensasi 

data, 

penyajian 

data, 

penarikan 

kesimpulan, 

dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Tingkat 

Kepuasan 

Masyarakat 

dengan 

Pelayanan 

Administrasi di 

Kantor Desa 

Salampe dilihat 

secara 

keseluruhan, 

sudah berada 

pada kategori 

memuaskan. 

Hal ini terlihat 

dari 

pemenuhannya 

dari delapan 

indikator yaitu 

kesederhanaan 

dinilai baik, 

kejelasan dan 

kepastian 

sudah 

menunjukkan 

baik, keamanan 

cukup baik, 

keterbukaan 

sudah dilakukan 

nah, efisien 

sudah 

terlaksana 

dengan baik, 

keekonomian 

sudah 

terlaksana 

nah, keadilan 

yang 

berkeadilan 

sudah 

terlaksana 

dengan baik. 

5. “THE 

EFFECTIVENES

S OF PUBLIC 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

Hasil penelitian 

ini Efektivitas 

pelayanan 
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SERVICES AT 

THE PANGI 

VILLAGE 

OFFICE 

SUWAWA 

TIMUR SUB-

DISTRICT” 

Bagaimana 

Efektivitas 

Pelayanan 

Publik pada 

Pemerintah 

Daerah 

Kantor Desa 

Pangi, 

Kecamatan 

Suwawa Timur. 

n 

pendekatan 

kualitatif 

dengan jenis 

penelitian 

deskripsi 

kualitatif. 

publik di Desa 

Pangi 

Kantor 

Kecamatan 

Suwawa Timur, 

peneliti 

menggunakan 

tiga indikator 

efektivitas an 

kerja organisasi 

di Kantor Desa 

Pangi yaitu 

faktor waktu, 

faktor 

ketepatan, 

faktor gaya 

penyedia 

layanan. Faktor 

waktu atau 

ketepatan waktu 

pada penyedia 

jasa, masih 

belum ada 

optimal, 

ditandai dengan 

masih adanya 

pejabat yang 

belum dapat 

menyelesaikann

ya 

pekerjaan 

mereka tepat 

waktu. 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Pada tabel di atas, penelitian yang di lakukan oleh Nur Rochmad 

Kurniawan. “ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 

PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA MBAWI KABUPATEN 

DOMPU”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu 
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judulnya kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan, dan penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif sama dengan metode penelitian saya, serta 

memiliki perbedaan yaitu fokusnya  pada analisis kepuasan masyarakat yang 

tujuannya yaitu bagaimana kualitas pelayanan dan upaya yang dilakukan oleh 

desa tersebut.  sedangkan penelitian saya membahas bagaimana Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba yang memiliki tujuan bagaimana tingkat kepuasan 

masyarakat serta apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut. 

Pada tabel kedua, penelitian yang di lakukan oleh Heylen Amildha 

Yanuarita.” EVALUATION OF PUBLIC SERVICES AT BODOR 

VILLAGE OFFICE, NGANJUK REGENCY” Penelitian tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian saya diamana tujuannya penulis ingin mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan masayarakat terhadap pelayanan yang ada di 

kantor desa tersebut, dan menggunakan metode kualitatif sama dengan metode 

penelitian saya.  

Pada tabel ketiga, penelitian yang di lakukan Isgunandar1 , Asriana2.” 

ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION THROUGH 

ADMINISTRATIVE SERVICES”. Penelitian tersebut memiliki persamaan 

dengan penelitian saya yaitu bertujuan untuk dimana penulis ingin mengetahui  

presepsi masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang menimbulkan tingkat 

kepuasan masyarakat.  

Pada tabel keempat, penelitian yang di lakukan Sirajuddin Saleh1, Muh. 

Nur Akmal2.” ANALYSIS OF COMMUNITY SATISFACTION LEVEL 
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WITH ADMINISTRATION SERVICES AT SALAMPE VILLAGE OFFICE”. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu bertujuan 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 

Pada tabel kelima, penelitian yang di lakukan Yurni Bulonggodu1 , Rusli 

Isa2.” THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES AT THE PANGI 

VILLAGE OFFICE SUWAWA TIMUR SUB-DISTRICT”. Penelitian tersebut 

memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana evektivitas pelayanan terhadap pelayanan yang ada dikantor desa 

tersebut. 

B. Tinjauan Tentang Desa 

1.  Desa 

Desa menurut Bintarto dalam Nyoman Beratha (1982: 26) adalah suatu 

wilayah geografis yang timbul dari faktor-faktor sosial ekonomi, politik, 

budaya, dan geografis yang ada pada suatu desa dalam kaitannya dan saling 

mempengaruhi dengan wilayah lain. 

Menurut Kansil (1983: 80), desa adalah suatu  kesatuan wilayah hukum 

yang dihuni oleh suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk pemerintahan sendiri.Sedangkan  menurut  Nyoman Beratha 

(1982: 26-27) karya Bourman, desa adalah suatu bentuk kehidupan komunal 

kuno yang terdiri dari  beberapa ribu orang, hampir semuanya saling kenal, 

dan sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perikanan,dan lain-lain.suatu 

perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. 
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Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, disebutkan bahwa: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

2. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. 

Tanggung jawab utama terletak pada pemerintah desa. Nurcholis dari 

Arenawati (2014: 62):  

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat. 

b. Melaksanakan tugas pembantuan  pemerintah, pemerintahan negara bagian, 

dan pemerintahan kabupaten. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 Pemerintahan desa 

diselenggarakan oleh pemerintahan desa, pasal 24 penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan asas:  

a. Kepastian hukum  

b. Tertib penyelenggaraan pemerintah  
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c. Tertib kepentingan hukum  

d. Keterbukaan  

e. Proposionalitas  

f. Profesionalitas 

g. Akuntabilitas  

h. Efektivitas dan efesiensi  

i. Kearifan lokal  

j. Keberagamaan dan  

k. Partisipasi 

Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu 

oleh perangkat Desa. Pemerintah Desa menurut HAW Widjaja ( 2003:3), 

penyelengaraan pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan 

pemerintah, sehingga desa di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat. 

Pemerintahan desa pasal 18 UUD 1945 menyatakan “ Pembagian 

daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di 

tetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul 

yang bersifat istimewa” 

 

1. Otonomi Desa 
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 Otonomi desa merupakan otonomi yang sejati dan utuh, bukan 

merupakan pemberian  pemerintah.Di sisi lain, pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk menghormati otonomi yang melekat pada desa.Menurut 

Waluyo (2007: 207), untuk mencapai tujuan yang seharusnya dicapai oleh 

otonomi daerah, pemerintah harus memberikan bimbingan dan promosi 

dalam bentuk petunjuk dan bimbingan yang jelas melalui beberapa sistem 

hukum yang diperlukan yang berfungsi sebagai pedoman, pemantauan dan 

perlindungan hak.Masalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

pembangunan di masa depan (Juardi, Sardi et al., 2018). 

 Pada saat yang sama, pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan  kemudahan kesempatan dukungan dan dorongan kepada 

pemerintah daerah agar otonomi daerah dapat dilaksanakan secara lebih 

efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Isi otonomi desa meliputi (Nurcholis 2011;20):  

1. Pertahanan terhadap ancaman binatang buas dan gangguan luar. 

2. Keamanan dan Ketertiban/Polisi. 

3. Keadilan  

4. Utilitas Umum. 

5. Upacara keagamaan. 

6. Pertanian, perikanan, industri peternakan  

 

C. Tinjauan Good Governance  

1. Pengertian Good Governance  
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OECD dan  Bank Dunia (Sedarmayanti) (2009: 273) mendefinisikan 

tata pemerintahan yang baik sebagai hal yang konsisten dengan demokrasi 

dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi sumber daya investasi 

yang langka, dan mencegah korupsi politik dan administratif. Manajemen 

pembangunan yang memperkenalkan disiplin kepada masyarakat. 

anggaran dan penerapan kerangka  politik dan hukum untuk pertumbuhan 

kegiatan kewirausahaan (Mutiani et al., 2019). 

Good governance adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam  

penyediaan barang dan jasa publik. Salah satu unsur yang harus dipenuhi 

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem yang bersih 

dan efisien yang mengedepankan unsur efektivitas, efisiensi, dan 

keekonomian untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan 

menjamin penerimaannya atau lembaga untuk mencapai tata kelola 

(Sedarmayanti et al., 2020). 

Menurut Taschenreau dan Campos (Thoha, 2003: 63), mereka 

mendefinisikan good governance  sebagai suatu kondisi yang mencakup 

koordinasi, kesetaraan, kohesi,  keseimbangan peran, dan proses checks and 

balances oleh para konstituen yaitu pemerintah (goverment), masyarakat 

(masyarakat sipil) dan pengusaha (korporasi) yang berada di sektor swasta. 

Ketiga komponen ini identik dan setara. 

Menurut para ahli, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa good governance adalah proses pengelolaan kekuasaan negara melalui 
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pemberdayaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pekerjaan umum secara 

efektif.  

Kemajuan dalam kajian administrasi publik, sebagaimana tercermin 

dalam perubahan paradigma administrasi publik, telah mencapai tahap di 

mana muncul perspektif New Public Management (NPM). Pendekatan ini 

telah lama diterapkan di negara-negara maju. Perspektif NPM ini 

menciptakan pergeseran dalam pandangan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, yang sebelumnya berfokus pada orientasi government, kini 

beralih menjadi governance (Mahsyar, 2015). 

D. Tinjauan Pelayanan Publik  

1. Pelayanan Publik 

Secara etimologis Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa 

pelayanan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain.Jasa 

pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada konsumen atau 

pelanggan yang menerima jasa, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat 

dimiliki.Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atas dasar faktor materil melalui sistem, prosedur dan cara 

tertentu dalam rangka  memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya (Moenir 2010: 26). 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayan Publik,mempersyaratkan bahwa setiap penyenggara pelayana publik 

baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung 

maupun tidak langsung wajib menyusun,menetapkan dan menerapkan 
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Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyenggaraan pelayanan di 

lingkungan perusahaan.Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009,menyebutkan ruang lingkup pelayanan publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.Pelayanan atau jasa publik 

dimaksud antara lain meliputi penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha 

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang di pisahkan.Jasa publik dalam 

ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerahh yang mendapat pelimpahan tugas untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation). 

Menurut Pasolong (2010: 128), pelayanan pada dasarnya adalah 

kegiatan individu, kelompok, dan/atau organisasi, baik untuk memenuhi 

kebutuhan maupun tidak.Moenir (2003), Pasolong (2010: 128), dan 

Mursyidah & Choiriyah (2020: 17) menyatakan bahwa pelayanan adalah 

proses tanggap langsung terhadap kebutuhan  orang lain melalui 

kegiatannya.Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena 

pada dasarnya setiap orang memerlukan pelayanan. Pelayanan publik adalah 

kegiatan  yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk kepentingan 

masyarakat yang memperoleh manfaat, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga untuk memberikan pelayanan harus dilakukan dengan baik (Rawis et 

al., 2022). 
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Pelayanan publik diartikan sebagai “penyediaan pelayanan yang 

bermanfaat bagi suatu organisasi (menanggapi kebutuhan orang atau 

masyarakat) sesuai dengan aturan  dan prosedur dasar yang telah ditetapkan” 

(Mursyidah & Choiriyah (2020: 17).Subarsono (2005) dan Ramadhaniati 

(2022) menyatakan  pelayanan publik merupakan kunci keberhasilan berbagai 

kegiatan pelayanan. Peran mereka menjadi sangat penting ketika kegiatan 

pelayanan di masyarakat menjadi sebuah kompetisi untuk menarik pengguna 

jasa dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 

 Pemahaman lain datang dari pendapat Moenir dalam Suprato (2006: 

227).Pendapat ini menyatakan bahwa pelayanan publik adalah upaya yang 

dilakukan oleh kelompok birokrasi atau individu untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat guna mencapai  tujuan tertentu.Jasa, baik yang bersifat 

nirlaba maupun nirlaba, merupakan aktivitas utama pihak yang 

menyediakannya. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara 

layanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba, yang  biasanya dikelola oleh 

organisasi swasta, dan layanan yang diberikan oleh organisasi nirlaba, 

biasanya  pemerintah. 

 Manajemen pelayanan merupakan sisi manajemen yang mengatur dan 

mengendalikan proses pelayanan agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat 

berfungsi dengan baik, lancar dan akurat serta memuaskan pihak-pihak yang 

ingin menerima pelayanan (Hardiyansyah: 2011). 

2. Konsep Kualitas Pelayanan Publik 
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 Didalam undang-undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan 

publik mendefenisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau serangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang,ajasa,atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pemberian pelayanan yang bermutu adalah langkah yang diambil oleh 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai kepuasan 

mereka. Salah satu aspek nilai utama yang diharapkan pelanggan dari layanan 

adalah tingkat kualitas yang tinggi. Kualitas pelayanan mencerminkan 

bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menyajikan produk yang 

memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2013: 214), 

layanan dapat merujuk pada aktivitas, manfaat, atau layanan tidak berwujud 

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik dalam bentuk 

berwujud maupun tidak berwujud, dan bukan suatu produk yang dapat 

dipindahkan kepemilikannya.(Sugiyono, 2014) 

Pandangan Zeithamal dan Bitner yang dikutip dalam Hurriyati (2014: 

28) menyatakan bahwa konsep jasa melibatkan kegiatan ekonomi yang 

berbeda secara fisik dalam produksinya jika dibandingkan dengan produk, 

karena jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, memberikan nilai 

tambah, dan secara prinsip tidak dapat dibandingkan dengan produk. Menurut 

Hurriyati (2013: 16), kualitas pelayanan diukur sebagai parameter untuk 

memenuhi kebutuhan individu lainnya, seperti pelanggan atau tamu, dan 
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tingkat kepuasan mereka tergantung pada objek yang dilayani serta orang-

orang yang memberikan layanan. 

Kualitas memiliki berbagai pengertian, termasuk kesesuaian dengan 

persyaratan, kecocokan dengan pemakaian, perbaikan berkelanjutan, 

kebebasan dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak 

awal dan setiap saat, pelaksanaan tugas dengan benar, serta kemampuan 

untuk memberikan kebahagiaan kepada pelanggan. 

Kotler dan Keller (2012: 119) menyajikan lima indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu Bukti Fisik (Tangible), 

Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan 

(Assurance), dan Empati (Empathy). 

Menurut Wijaya (2011) dalam Nurgiansah (2020), kualitas pelayanan 

merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi 

harapan pelanggan.Menurut Tjiptono (2011)  (Isnaini & Dewi, 2021), kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian  

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi permintaan pelanggan.Menurut 

Kotler (2016), ada lima indikator yang menentukan kualitas layanan:  

a. Reliability (keterbatasan), yaitu kemampuan  memberikan pelayanan 

sesuai   dengan janji yang diberikan.  

b. Responsiveness yaitu ketanggapan dan perhatian pegawai dalam 

membantu  dan melayani konsumen, serta kecepatan pegawai dalam 

memproses transaksi dan menanggapi keluhan  konsumen. 
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c. Jaminan mengacu pada kemampuan karyawan untuk memahami 

sepenuhnya produk dan layanan, kualitas keramahtamahan, 

pertimbangan dan kesopanan dalam  memberikan layanan, dan 

kemampuan karyawan untuk memahami sepenuhnya produk dan 

layanan mengacu pada kemampuan untuk menjamin keselamatan dan 

kemampuan untuk melakukannya.Untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan. 

d. Empati, atau perhatian individu yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen.Sesuatu seperti ini: Menghubungi perusahaan dengan mudah 

dan berusaha memahami   keinginan dan kebutuhan konsumen. 

e. Aset berwujud (terlihat, bukti langsung) seperti penampilan fasilitas 

fisik dan perilaku karyawan, seperti kebersihan, ketertiban, dan 

kenyamanan ruangan. 

Pelayanan merupakan  pendekatan organisasi holistik yang menjadikan 

kualitas layanan yang diterima oleh pengguna layanan sebagai pendorong 

terpenting dalam operasional bisnis.Kualitas Pelayanan Publik Lenvinne 

(Sulaiman, 2018)  

a. Daya tanggap atau responsiveness mengukur ketanggapan penyedia 

terhadap keinginan, keinginan, cita-cita dan kebutuhan pelanggan. 

b. Tanggung jawab atau akuntabilitas adalah  ukuran derajat keselarasan 

antara pemberian pelayanan dengan instrumen eksternal, seperti nilai 

dan norma yang ada dalam suatu masyarakat dan yang dikembangkan 

dalam suatu masyarakat dan dimiliki oleh para pemangku kepentingan. 
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3. Tujuan Pelayanan publik 

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. 

Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target 

pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

setidaknya mengandung sendi-sendi:  

a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak 

berbelitbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.  

b. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:  

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;  

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  

c. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  

d. Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

e. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
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pelayanan publik. 

f. Kelengkapan sarana dan Prasaran, tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus 

dapa diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  

g. Akurasi sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

h. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika.  

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dngan ikhlas. 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik kepada masyarakat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan masyarakat ataupun dengan tujuan pelaksanaan peraturan 

perundangundangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan 

(Rahmadana dkk., 2020). 

 



93 

 

 

4. Jenis Pelayanan Publik 

Kehadiran pelayanan umum atau publik disebabkan oleh adanya 

berbagai kepentingan yang beragam, yang pada gilirannya menghasilkan 

berbagai jenis pelayanan publik. Menurut Hardiyansyah, pelayanan umum 

yang diberikan oleh pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, 

yaitu: 

a. Pelayanan Administratif Pelayanan administratif melibatkan 

penyediaan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, 

Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. 

b. Pelayanan Barang Pelayanan barang mencakup penyediaan berbagai 

jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. 

c. Pelayanan Jasa Pelayanan jasa melibatkan penyediaan berbagai jenis 

layanan yang diperlukan oleh masyarakat, seperti pendidikan tinggi dan 

menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa 

pos, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, penanggulangan 

bencana, dan pelayanan sosial.(Anisa, 2018) 

E. Kepuasan Masyarakat 

Masyarakat merupakan konsumen utama dari layanan yang disediakan. 

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik guna 



94 

 

 

memuaskan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kepuasan 

masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena memberikan informasi 

berharga untuk kemajuan instansi pemerintah. Menurut Kotler dan Keller 

(2016: 138), "Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang diperoleh melalui perbandingan antara karakteristik yang 

dirasakan (atau hasil) dari suatu produk dengan harapan yang diinginkan." 

Daryanto dan Setiabudi (2014: 43) mengungkapkan, "Kepuasan 

pelanggan adalah evaluasi emosional konsumen saat menggunakan suatu 

produk, sekaligus memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen yang 

menggunakan produk tersebut." Suyanto (2012: 35) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai "tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

pencapaian atau hasil dengan harapan, yang menghasilkan perasaan senang 

atau kecewa." 

Tjiptono (2011: 453) menambahkan bahwa terdapat konsep inti 

mengenai objek pengukuran kepuasan konsumen (masyarakat), yang 

melibatkan indikator seperti Kepuasan Konsumen Keseluruhan, Minat untuk 

Pembelian atau Penggunaan Ulang, serta Kesediaan untuk 

Merekomendasikan.(Mayasari, 2020) 

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, agar pelayanan 

dapat memuaskan pengguna jasa, penyelenggara pelayanan wajib mematuhi 

langkah-langkah pelayanan sebagai berikut:(Wibisono, 2020). 

1. Transparansi: Pelayanan harus dilakukan dengan keterbukaan dan 

mudah diakses oleh masyarakat. 
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2. Akuntabilitas: Pelayanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional: Pelayanan harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan 

kemampuan dari pemberi maupun penerima layanan, tetapi tetap 

mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif: Pelayanan harus mampu menyeimbangkan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak: Dalam melayani aparatur Desa, tidak boleh ada 

diskriminasi suku, ras, agama, golongan, gender, dan status terhadap 

masyarakat yang dilayani. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Dalam melakukan pelayanan, 

hubungan antara pemberi layanan dan penerima pelayanan publik harus 

sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik memiliki signifikansi 

yang besar karena berkaitan erat dengan kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat. Menurut Harbani Pasolong (2010: 221-222), tingkat kepercayaan 

masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas 

pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Peningkatan kepercayaan ini 

terjadi ketika masyarakat merasakan adanya pelayanan yang baik dan merasa 

terpuaskan dengan pelayanan tersebut. Dengan demikian, hubungan positif 

antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat akan membawa dampak 
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yang positif pula pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi 

publik. 

Setiap penyelenggara pelayanan perlu melakukan pengukuran kepuasan 

pelanggan sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dan masukan yang 

dapat digunakan untuk pengembangan dan implementasi strategi peningkatan 

kepuasan pelanggan. Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan diukur melalui tingkat kepuasan penerima 

pelayanan. Kepuasan pelayanan tercapai ketika penerima pelayanan 

mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Oleh karena 

itu, setiap penyelenggara pelayanan perlu melaksanakan survei Indeks 

Kepuasan Masyarakat. 

Terdapat berbagai metode pengukuran kepuasan pelanggan, seperti 

yang dijelaskan oleh Kotler (2017) (Fandy Tjiptono, 2003: 148), yang dapat 

disederhanakan menjadi empat metode, yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran:  

Melibatkan pengumpulan umpan balik dari keluhan dan saran 

pelanggan untuk mengevaluasi kualitas layanan. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan:  

Melibatkan pengumpulan data melalui survei untuk menilai tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. 
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3. Ghost Shopping:  

Metode di mana pihak yang tidak dikenal (ghost) berperan sebagai 

pelanggan untuk mengevaluasi kualitas layanan dari sudut pandang 

pelanggan yang sebenarnya. 

4. Lost Customer Analysis:  

Menganalisis pelanggan yang telah hilang atau tidak lagi 

menggunakan layanan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan kehilangan pelanggan dan meningkatkan kualitas 

layanan. 

1. Pengertian Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut KEPMENPAN NO 

KEP/25/M.PAN/2/2004 merupakan kumpulan data dan informasi yang 

mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat, yang diperoleh melalui 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapat masyarakat 

terkait pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhan masyarakat. 

Tujuan dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai 

dengan KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah untuk mengetahui 

perkembangan kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah 

secara berkala. Hasil pengukuran IKM dapat menjadi dasar bagi unit 

pelayanan di instansi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Selain itu, IKM 
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juga memberikan gambaran kinerja unit pelayanan tersebut kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai acuan 

untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait 

(Normansyah, 2022). 

2. Unsur-Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan 

pelayanan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, terdapat 14 unsur 

yang dianggap relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus 

ada untuk dasar pengukuran tingkat kepuasan, yaitu: 

a. Prosedur Pelayanan 

b. Persyaratan Pelayanan 

c. Kejelasan petugas pelayanan 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan 

f. Kemampuan petugas pelayanan 

g. Kecepatan pelayanan 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan 

i. Kesopanan dan keramahan petugas 

j. Kewajaran biaya pelayanan 

k. Kepastian biaya pelayanan 

l. Kepastian jadwal pelayanan 

m. Kenyamanan lingkungan 
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n. Keamanan Pelayanan 

Unsur-unsur ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kualitas 

dan pengalaman pelayanan masyarakat, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif terkait tingkat kepuasan mereka terhadap unit 

pelayanan instansi pemerintah (Suandi, 2019). 

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangatpenting karena 

berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Harbani Pasolong (2010: 221-

222), menyatakan bahwa semakin baik kepemerintahandan kualitas 

pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggikepercayaan masyarakat 

(high trust). Kepercayaan masyarakatakan semakin tinggi apabila masyarakat 

mendapatkan pelayananyang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan 

tersebut. 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbgai faktor yang telah didentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pikir dalam penelitian dimaksud untuk lebih 

mengarahkan teori serta memberikan kemudahan dalam menemukan 

kerangka dasar guna menganalisa penelitian yang akan digunakan. 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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G. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka yang menjadi focus 

penelitian adalah Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Desa 

Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Adapun yang menjadi 

focus penelitian penulis yaitu : Reliability (keandalan), Responsiveness (Daya 

Tanggap), Assurance (Jaminan), Empathy (Empati). 

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 

PELAYANAN DI KANTOR DESA BONTORANNU 

KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Reliability 

(keterbatasan) 

Responsiveness 

(ketanggapan dan 

perhatian) 

Assurance  

(jaminan) 

Empati  

(Empathy) 

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Yang Baik Di Kantor Desa 

(Menurut Kotler, 2017) 

Tangible  

(Bukti Langsung) 
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H. Deskripsi Fokus 

Menurut Kotler (2016), ada lima indikator yang menentukan kepuasan 

masyarakat:  

1. Reliability (keterbatasan), yaitu kemampuan  memberikan pelayanan 

sesuai   dengan janji yang diberikan.  

2. Responsiveness yaitu ketanggapan dan perhatian pegawai dalam 

membantu  dan melayani konsumen, serta kecepatan pegawai dalam 

memproses transaksi dan menanggapi keluhan  konsumen. 

3. Jaminan mengacu pada kemampuan karyawan untuk memahami 

sepenuhnya produk dan layanan, kualitas keramahtamahan, 

pertimbangan dan kesopanan dalam  memberikan layanan, dan 

kemampuan karyawan untuk memahami sepenuhnya produk dan 

layanan mengacu pada kemampuan untuk menjamin keselamatan dan 

kemampuan untuk melakukannya.Untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan. 

4. Empati, atau perhatian individu yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen.Sesuatu seperti ini:Menghubungi perusahaan dengan mudah 

dan berusaha memahami   keinginan dan kebutuhan konsumen. 

5. Aset berwujud (terlihat, bukti langsung) seperti penampilan fasilitas 

fisik dan perilaku karyawan, seperti kebersihan, ketertiban, dan 

kenyamanan ruangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan setelah mengikuti ujian 

seminar proposal. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bontorannu 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Abdussamad,2021). Untuk mencapai tujuan itu maka penelitian sangat erat 

dengan tipe penelitian yang digunakan karena tiap-tiap tipe dan tujuan 

penelitian yang di desain memiliki konsekuensi pada pilihan metode 

penelitian yang tepat. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

prosedur-prosedur statistik ataupun cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuhan). 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif, yakni riset ditujukan buat menggambarkan kenyataan dengan 

alasan yang pas (Abdussamad, 2021:42). Penelitian deskriptif dimaksudkan 
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buat mengumpulkan dan menerima status sesuatu permasalahan yang muncul, 

Tujuan penelitian deskriptif adalah guna membuat uraian secara akurat 

mengenai Fakta-Fakta lapangan (Purba et al., 2021). 

C. Sumber Data  

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang 

dikumpilkan oleh pihak lain atau data yang diperoleh dari pihak kedua 

(Sugiyono, 2014). 

1. Data Primer 

Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek 

penelitian, observasi dan pengamatan langsung di Kantor Desa Bontorannu 

dan pencatatan dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur seperti 

buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan sertab sebagai 

sumber lainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

D. Informasi Penelitian 

Informan merupakan orang-orang yang bisa membagikan data dan riset 

yang di coba. Informasi yang di seleksi merupakan orang yang di kira bisa 

memenuhi data tentang bagaimana Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan 

di Kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dalam 
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proses penentuan informan untuk diwawancarai, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini didefinisikan sebagai metode penentuan sampel 

yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2010: 61). Informan kunci pada riset ini adalah 

Kepala Desa, Aparat Desa Bontorannu, dan 4 Orang Masyarakat Desa 

Bontorannu yang sedang melakukan Pelayanan Di Kantor Desa Bontorannu 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik 

pengumpulan data merupakan suatu tahap penting dalam sebuah penelitian, 

karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam 

Menyusun instrument penelitian. Dengan penjelasan di atas maka, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Sugiyono (2014:145) , observasi adalah sebuah proses 

yang kompleks, terdiri dari serangkaian proses biologis dan psikologis 

yang beragam. Hal ini ditegaskan Patton (1990) dalam Haryono 

(2020:19), bahwa observasi merupakan suatu metode penelitian yang 

signifikan dalam memahami dan memperkaya pemahaman tentang 

fenomena yang sedang diselidiki. Dalam konteks penelitian kualitatif, 

observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. 
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Peneliti dapat mengambil peran sebagai partisipan aktif dalam 

pengumpulan data atau sebagai pengamat non-partisipan yang hanya 

melakukan observasi. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalan bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak mimic responden merupakan 

pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Sugiyono,2014). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan 

menganalisis suatu dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis atau 

gambar. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar dan lainnya 

(Gunawan, 2016). 

F.  Teknik Analisis Data 

Terknik analisis data ini adalah kualitatif. Penelitian ini mengambarkan atau 

mendesakripsikan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan 

pengelolaan pasar tradisional. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut (Abdussamad, 2021:99 ) :  

1. Reduksi data. Tahap reduksi data dalam penelitian ini yaitu perumusan 

dan penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. 

Reduksi data menjadi bentuk analisis yang mengarahkan, 

menggolongkan dan membuang hal-hal yang tidak perlu serta 
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mengorganisasi dating dengan cara yang sebagaimana mestinya, 

sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik data untuk diverifikasi.  

2. Penyajian data. Penyajian data ini berkaitan dengan mengumpulkan 

informasi secara tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya 

dalam penarikan kesimpulan dari penelitian dan saat mengambil 

tindakan. Dengan begitu akan membantu sehingga muda memahami 

hal-hal yang akan terjadi dan yang harus dilakukan penelitian terkait 

tindakan dalam menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.  

3. Penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan 

verifikasi, Adapun kesimpulan yang akan dikemukakan perlu 

diverifikasi berdasarkan buktibukti yang sesui dan konsisten pada saat 

dilakukan penelitian dalam pengumpulan data. Kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kridibel apabila telah 

melalui proses verifikasi. 

G.  Teknik Pengabsaan Data 

Penelitian metode kualitatif, pengabsahan data menggunakan metode 

trigulasi. Metode ini merupakan pengecekan terkait kebenaran dalam data 

yang nantinya diperoleh dengan menggunakan teknik penggunaan data lain 

serta dalam waktu yang berbeda. Trigulasi terdiri atas tiga, yaitu (Wijaya, 

2018) :  

1. Triangulasi sumber data Pembandingan kembali terkait cara mengecek 

derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang 
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berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan 

pengamatan, pembandingan sudut pandang secara umum dengan 

pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.  

2. Triangulasi metode Dilakukan untuk menguji sumber data dengan 

tujuan mencari kesamaan data dari metode berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan 

dokumentasi.  

3. Triangulasi waktu Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data 

yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara 

berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia 

mengalami perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendpatkan data 

yang sah melalui observasu penelitin perlu diadakan pengamatan tidak 

hanya satu kali pengamatan saja.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jasirah Sulawesi, 

berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Secara geografis terletak 

pada koordinat 5°20’ Lintang Selatan - 5°40’ Lintang Selatan dan 

119°58’ Bujur Timur - 120°28’ Bujur Timur. 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba Seluas 1.170.10 km2 atau 

sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 

kecamatan dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari 

segi luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah 

kecamatan terluas masing-masing seluas 175,84 km2 dan 173,63 km2 

sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan 

lainnya dan yang terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan 

pusat kota Kabupaten dengan luas 14,63 km2 atau hanya sekitar 1 persen. 

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada 

ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat 

kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai. 
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Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba 

   Sumber : Pengadilan Agama Bulukumba 
 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulukumba memiliki 

batas-batas wilayah yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

timur berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Bantaeng. 

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a. Data Geografis 

Kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba yang beralamat di Dusun Pattiroang, Desa Bontorannu 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Secara geografis Desa 

Bontorannu adalah Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kajang 

yang berada di Kabuoaten Bulukumba. Jarak tempuh wilayah Desa 

Bonorannu ± 30 km dan jarak dari ibukota provinsi ± 180 km. Desa 

ini memiliki luas wilayah ± 692 ha, yang terdiri dari lahan sawah 
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408,50 ha, lahan ladang 121,5 ha dan lahan perkebunan 162 ha dengan 

potensi lahan yang produktif dengan iklim kemarau dan penghujan 

yang mempengaruhi pola tanam. Desa Bontorannu Berada di dataran 

yang tinggi dari permukaan laut 700-1500 M dan curah hujan 1500 

mm pertahun serta dengan suhu 20-35°C. Adapun batas wilayah Desa 

antara lain: 

a) Sebelah Utara :  Desa Possitanah 

b) Sebelah Selatan : Desa Tugondeng Kec.Herlang 

c) Sebelah Barat : Desa Lembanna 

d) Sebelah Timur : Desa Lembang 

 

a. Data Demografis 

Jumlah penduduk Desa Bontorannu berdasarkan profil Desa 

tahun 2022 sebesar 2.215 jiwa yang terdiri dari 1.082 laki-laki dan 

perempuan 1.119 jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel 2.2.2 

berikut: 
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NO. 
 

DUSUN 

JENIS KELAMIN 
 

PENDUDUK 
n(Jiwa) (%)  

LAKI-LAKI  PEREMPUAN  

n(Jiwa
) 

(%) n(Jiwa
) 

(%) 

1 Pattiroang 325 49,5
4 

331 52,0
3 

656 21,5
6 

2 Batu-Lohe 295 48,5
8 

306 54,0
8 

601 19,7
5 

3 Tamalaju 349 46,5
3 

401 51,9
1 

750 24,6
5 

4 Marajo 307 42,2
7 

329 50,0
7 

636 20,9
0 

5 Bungaya 199 49,8
7 

200 49,1
1 

399 13,1
1 

 DESA 

Bontorann
u 

1.475  1.567  3.04
2 

 

 

Jumlah Penduduk Desa Bontorannu 

Tabel 4. 1 Data Jumlah Penduduk 

Sumber :Data Profil Desa Tahun 2022 

b. Data Sosial Ekonomi  

1) Sumber daya Manusia 

Dalam pelaksanaan pembangunan potensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) menjadi hal penentu untuk menjadi tolak ukur 

berhasil tidaknya pembangunan. Sumber Daya Manusia 

merupakan sumber utama penggerak pembangunan. Adapun 

potensi Sumber Daya manusia di Bontorannu adalah: 

1) Potensi Penduduk Desa; 

2) Tenaga Kerja; 

3) Sumber Penghasilan Masyarakat; 

4) Tingkat Pendidikan;dan 

5) Kader Kesehatan/pembangunan Manusia. 

c. Visi dan Misi 

Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang 
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dimiliki Desa Bontorannu dengan mempertimbangkan 

kesinambungan pembangunan, maka visi Desa Bontorannu tahun 

2022-2028 adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Bontorannu Yang 

Profesional Mandiri, dan Religius” 

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) landasan dan pokok pikiran yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Profesional , yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan 

meliputi peningkatan layanan dan pemanfaatan potensi Desa 

secara Optimal untuk menunjang peningkatan kesejahteraan 

dan pendapatan masyarakat dengan melibatkan komponen 

masyarakat serta komunitas warga secara partisifatori dengan 

bersama-sama dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan 

pengawasan. 

2) Mandiri, merupakan sebuah  harapan dan cita-cita 

masyarakat Desa Bontorannu dalam setiap pelaksanaan 

Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Jujur dalam perencanaan serta 

jujur dalam pelaksanaan. 

3) Religius, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan 

masyarakat Desa Bontoannu yang  bermartabat dan 

berkepribdian sesuai nilai-nilai Agama. Serta penanaman 

nilai dan norma dalam masyarakat sebagai potensi 
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menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakar desa 

Bontorannu. 

Misi maka dapat diuraikan misi sebagai berikut: 

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Bontorannu 

secara baik dan profesional dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas.  

2) Memudahkan pelayanan Desa dengan melakukan penataan 

administrasi agar perangkat Desa bias bekerja secara efisien 

dan efektif. 

3) Terciptanya pelayanan public yang optimal, efektif, dan 

efisien. 

4) Mempermudah pelayanan Desa Bontorannu yang adil, 

sejahtera dan berbudaya.   

5) Meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) di Desa 

Bontorannu. 

6) Mendorong terciptanya ekonomi kreatif di Desa Bontorannu. 

7) Memberdayakan peran kelompok tani dalam setiap 

pengembangan usaha pertanian 

8) Mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pelaku 

ekonomi kreatif tentunya dengan melibatkan masyarakat 

dalam kegiatan seminar-seminar ekonomi kreatif. 

9) Mewujudkan masyarakat Desa Bontorannu yang mampu 

mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, 

sehingga mampu mewujudkan kehidupan sejahtera aman, 

dan tentram. 

10) Mewujudkan masyarakat desa bontorannu yang menjunjung 

tinggi norma-norma agama dan social. 
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11) Meningkatkan penyelenggaraan manajemen pembangunan 

sumber daya manusia yang solid dan bertanggung jawab 

sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. 

12) Memaksimalkan pemberdayaan BUMDES di desa 

bontorannu  dan meningkatkan pengembangan usaha 

ekonomi produktif dalam masyarakat desa bontoranu. 

13) Mendorong Desa Bontorannu menjadi Desa ramah pemuda. 

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah  Desa 

Sumber Hasil Penelitian 2024 

e. Sarana dan Prasarana Kantor Desa Bontorannu 

1) Sarana Umum  

Sarana Jumlah 

Pasar  - 

Lapangan 

Sepak Bola 

1 

Tabel 4. 2 Sarana umum di Desa Bontorannu 
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2) Sarana Pendidikan 

 

Sarana Jumlah 

TK 1 Unit 

SD 2 unit 

Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan Desa Bontorannu 

3) Sarana keagamaan 

 

Sarana Jumlah  

Masjid  6 unit  

Mushollah 1 unit  

 

Tabel 4. 4 Sarana Keagamaan 

4) Sarana Kesehatan 

 

Sarana Jumlah  

Polindes 1 Unit 

Posyandu 4 Unit 

 

Tabel 4. 5 Sarana Kesehatan 

5) Prasarana Transportasi 

 

Jalan  Panjang 

Provinsi 4 km 

Kabupaten 1 km 

kecamatan 5 km 

Desa 7 km 

 

Tabel 4. 6 Prasarana Transportasi 

6)  Prasarana Kualitas Jalan 

Jalan Panjang 
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Aspal  5km  

Rabat beton  2km 

Sirtu  5 km 

Tanah  1 km 

Tabel 4. 7 Prasarana Kualitas Jalan 

f. Tugas pokok serta fungsi kantor Desa Bontorannu Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba 

Adapun Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah 

satu system dalam Kelembagaan tugas dan fungsi serta hubungan 

kerja : 

1) Kepala Desa :  Tugas dan kewewenangnya adalah 

menyelenggarakan urusan tata praja Pemerintahan, penetapan 

peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan, sarana 

prasarana pedesaan, pembangunan  bidang pendidikan, 

kesehatan, Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 

partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keamanan 

dan ketenagakerjaan, melaksanakan sosialisasi dan motivasi 

masyarakat dalam bidang, ekenomi, politik, lingkungan 

hidup, pemberdayaan keluarga. Pemuda olahraga, dan karang 

taruna serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya. 

2) Sekretaris Desa:  Sebagian tugas dan wewenangnya adalah ; 

a) Melaksanakan urusan penatatausahaan seperti 

tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, 

dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi 
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perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat 

desa dan kantor, penyiapan rapat, 

pengadministrasian asset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan meliputi 

pengurusan administrasi keuangan, administrasi 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan 

administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat 

Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi 

penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja desa, menginventarisir data-data dalam 

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

3) Kepala Seksi Pemerintahan : Sebagian tugas dan 

wewenangnya adalah melaksanakan manajemen tata praja 

Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, 

pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman 

dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

pendataan dan pengelolaan profil Desa. 

4) Kepala Seksi Kesejahteraan : Sebagian tugas dan 

wewenangnya adalah melaksanakan pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di 

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang 

taruna. 
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5) Kepala Seksi Pelayanan : sebagian Tugas dan sebagian 

wewenangnya adalah melaksanakan penyuluhan dan 

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, 

pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Keagamaan, dan 

keternagakerjaan. 

6) Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum : memiliki fungsi 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan 

penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan 

rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum. 

7) Kepala Urusan Keuangan : mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi 

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya. 

8) Kepala Urusan Keuangan : mempunyai tugas dan fungsi 

mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun 

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 

penyusunan laporan. 

9) Kepala Dusun : sebagai unsur kewilayahan mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut : 

e) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, 

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

mobilitas kependudukan, dan penataan dan 

pengelolaan wilayah. 
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f) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di 

wilayahnya. 

g) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatn dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadara 

masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 

h) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam menunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Adapun Kondisi Perangkat Desa Bontorannu Pada Tahun 2022 

berjumlah 14 Orang yang terdiri dari : 

Perangkat Desa : 9 Orang 

Kepala Dusun : 5 Orang 

B. Hasil Penelitian 

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik memiliki 

signifikansi yang besar karena berkaitan erat dengan kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat. Kepuasan pelayanan tercapai ketika penerima 

pelayanan mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. 

Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan perlu melaksanakan survei 

Indeks Kepuasan Masyarakat.  

Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di 

Kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, penulis 

akan menjelaskan 4 indikator Kepuasan Masyarakat yaitu, Keluhan dan 

saran, survei kepuasan pelanggan, pembeli bayangan, analisa pelanggan yang 

dikemukakan oleh Kotler (2017). Oleh karena itu, hasil penelitian akan 

disajikan melalui metode wawancara pada pembahasan dibawah ini : 
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1. Reliability (keandalan) 

 Salah satu aspek utama dari kualitas adalah kehandalan. 

Kehandalan merujuk pada kemampuan untuk menyediakan layanan 

yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan. Dalam 

konteks ini, organisasi sebagai penyedia dan pelaksana layanan harus 

memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Petugas harus 

menunjukkan performa terbaik mereka selama proses pelayanan antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa berlangsung. Dalam penelitian ini, 

kehandalan mencakup prosedur atau proses pelayanan dan efisiensi 

pelayanan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arman 

Sudirman Selaku Aparat Desa Bontorannu yaitu sebagai berikut: 

“ Terkait standar pelayanan di desa bontorannu ini kita punya 

SOP kita punya juknis, kita punya aturan main disetiap 

pelayanan dan itu sudah jelas, semua format sudah ada baik 

kelengkapan jual beli tanah, administrasi kependudukan itu 

semua sudah ada disiapkan dari instansi terkait dalam hal ini 

PMD” (Hasil wawancara AS, 05 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa SOP 

dalam pelayanan ini sudah memiliki dan sudah jelas dalam bentuk 

pelayanan yang ada di instansi tersebut dalam hal ini sudah memeiliki 

juknis yang jelas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masniati Selaku 

masyarakat (pengguna layanan) yaitu sebgai berikut: 

“ Kemampuan aparat desa bontorannu memberikan pelayanan 

yang cepat tanggap terhadap masyarakat” (Hasil wawancara 

IS, 08 April 2024). 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arman Selaku 

Bapak kepala Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba yaitu sebagai berikut : 

“Langkah konkret yang sama-sama kita ambil demi 

tercapainya pelayanan yang baik, pastinya setiap tiga bulan 

sekali kita melakukan evaluasi baik disektor SDM maupun 

fasilitas yang terpakai dalam menjalankan pelayanan. Atas 

dari dasar evaluasi per triwulan inilah kita mengambil solusi 

untuk peningkatan pelayanan yang baik dan tidak terlepas dari 

koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini DPMD Kab 

Bulukumba” (Hasil wawancara 04 April 2024). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat adanya 

evaluasi terhadap pelayanan perspektif yang objektif dan independen. 

Dengan demikian, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah 

perbaikan yang spesifik dan, baik dalam sektor SDM (Sumber Daya 

Manusia) maupun fasilitas yang disediakan. Dengan menggunakan 

metode ini, pihak terkait dapat mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang pengalaman pelanggan dari tepat sasaran untuk 

meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. 

 Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan di Kantor Desa Bontorannu dinilai baik oleh 

masyarakat. Hal ini telah memberikan kepuasan kepada masyarakat 

sesuai dengan harapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. 

Selain itu, kemampuan kantor desa untuk memberikan respons yang 

cepat terhadap kebutuhan masyarakat juga telah meningkatkan tingkat 

kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. 

 Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, diketahui 
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bahwa Keandalan dalam proses pelayanan yang diberikan pemerintah 

Kantor Desa Bontorannu sudah ada dan memadai dan pelayanan 

tersebut memadai yang diberikan aparat dalam proses pelayanan yang 

cepat tanggap. Dengan adanya evaluasi pemerintah terhadap proses 

pelayan pemerintah dapat mengetahui setiap masalah dalam proses 

pelayanan yang menjadi bahan evaluasi terhadap proses pelayanan. 

2. Responsiveness (ketanggapan) 

 Responsivitas adalah kemauan atau kesiapan pegawai untuk 

memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna dengan cepat dan 

tepat. Ini mencakup sikap tanggap dalam membantu masyarakat yang 

memerlukan informasi atau mengeluhkan pelayanan yang diterima, 

serta perhatian dan kesiapan atau kecekatan pegawai dalam 

memberikan layanan dengan segera. 

 Daya tanggap aparat dalam memberikan pelayanan menjadi 

penting karena mereka berinteraksi langsung dalam menanggapi atau 

memberikan solusi atas keluhan masyarakat. Oleh karena itu, pegawai 

harus memberikan dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Jika pegawai memberikan pelayanan secara sembarangan, 

hal ini akan merugikan, mengingat Kantor Desa adalah representasi 

pemerintah desa. Sikap tanggap ini sangat diperlukan untuk menjaga 

performa serta kepuasan masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arman Selaku 

Bapak Kepala Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 
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Bulukumba yaitu sebagai berikut :  

“ Terkait Aparat dalam memberikan kemudahan pelayanan 

saya rasa bertanggungjawab sebagai aparat dari awal kita 

sudah memusyawarahkan membahas terkait hal-hal pelayanan 

administrasi dan alhamdulillah kita tidak mendengar stigma-

stigma dari masyarakat yang ataupun isu-isu miring yang 

mangatakan bahwa terhadap pelayanan terkhusus di desa 

bontorannu tidak puas dan mereka puas” (Hasil wawancara A, 

04 April 2024). 

 Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kepuasan 

masyarakat menjadi fokus utama perhatian bagi aparat pemerintah di 

Kantor Desa Bontorannu. Mereka menyadari tanggung jawab mereka 

sebagai aparat pemerintah dan telah melakukan pembahasan terkait 

pelayanan administrasi di kantor desa untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari 

pihak berwenang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ina Suriani Selaku 

masyarakat (pengguna layanan) yaitu sebagai berikut: 

“ Mengenai kualitas pelayanan yang baik itu sudah sesuai 

dengan yang diharapkan masyarakat karena sudah melakukan 

yang diberikan oleh pemerintah yang cukup tanggap” (Hasil 

wawancara IS, 05 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara tersebut, bahwa kualitas pelayanan di 

Kantor Desa Bontorannu dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini telah 

memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan harapan 

mereka terhadap pelayanan yang diberikan. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A selaku Bapak 

Kepala Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 
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yaitu sebagai berikut: 

“ Terkait keluhan masyarakat saya kira aparat desa dapat 

memahami dan menerima  keluhan tersebut, dan kita di 

berikan kepercayaan oleh masyarakat oleh halnya itu kita 

dapat memahami keluhan tersebut” (Hasil Wawancara A, 04 

April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas, bahwa pemerintah setempat 

serius dalam mengambil tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk 

terus meningkatkan kualitas pelayanan yang menimbulkan kepuasan 

masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa ketanggapan dan perhatian pegawai 

terhadap pelayanan sudah teratur dan dilaksanakan oleh pemerintah 

setempat dimana dalam meningkatkan kepuasan masyarakat tersebut 

sehingga kualita pelayanan yang baik berjalan dengan baik, sehingga 

dalam menanggapi keluhan masyarakat juga sudah serius dalam 

menanggapinya dan mengambil masukan dari masyarakat untuk 

menjadi bahan evaluasi pemerintah setempat. 

3. Assurance (jaminan) 

 Assurance mencakup kemampuan pegawai dalam 

pengetahuan yang tepat tentang produk, kualitas keramahtamahan, 

perhatian, dan kesopanan dalam memberikan pelayanan. Ini juga 

melibatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi, kemampuan 

menyediakan keamanan dalam penggunaan layanan yang ditawarkan, 

serta kemampuan menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 



125 

 

 

perusahaan. Sikap ramah, sopan, jujur, dan penampilan yang 

menyenangkan juga merupakan bagian dari assurance. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku 

masyarakat (pengguna layanan) yaitu sebagai berikut: 

“iya merasa nyaman dalam melakukan pelayanan yang tidak 

harus antrian karena suasananya bagus, jauh dari keramaian” ( 

Hasil wawancara K, 05 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas, kenyamanan dalam melakukan 

pelayanan yang antrian di Kantor Desa Bontorannu sudah cukup baik 

dan nyaman karena suasannya yang membuat masyarakat puas dalam 

melakukan pelayanan. 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak AS selaku Sekretaris 

Desa Bontorannu kecamatan kajang kabupaten Bulukumba sebagai 

berikut: 

“aparat punya tanggungjawab yang besar dalam setiap 

pelayanan di kantor desa ini dan menjadi hal yang utama dan 

penting ini sudah diatur dalam trigulasinya kita” (Hasil 

wawancara AS, 04 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas, kemampuan pegawai dalam 

pengetahuan yang tepat dalam proses pelayanan sehingga menjadi hal 

utama untuk memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat yang 

meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan. 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak AS selaku Sekretaris 

Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebagai 

berikut: 

“adanya mading di dinding- dinding ini sudah ada jelas semua 
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informasi contoh untuk mengurus ktp ada jalurnya seperti 

ini,untuk kelengkapan surat nikah ada jalurnya jadi semua ada 

jalurnya” (Hasil wawancara AS, 04 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas, alur atau informasi dalam proses 

pelayanan sudah ada sehingga memudahkan masyarakat dalam 

menjalani proses pelayanan yang baik dan mudah. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

diatas, dapat diketahui bahwa Kantor Desa Bontorannu dalam proses 

pelayanan sudah memberikan jaminan dimana aparat dalam 

pertanggungjawabannya dalam proses pelayanan yang sangat penting 

sehingga proses pelayanan berjalan dengan baik dan memberikan 

kemudahan terhadap masyarakat untuk melakukan pelayanan di kantor 

Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Kajang. 

4. Empathy (empati) 

 Empati adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap 

sesuatu atau seseorang. Dalam lingkungan perusahaan yang 

pelanggannya adalah masyarakat, empati sangat penting untuk 

kelangsungan layanan, terutama dalam penyediaan air bersih. Empati 

mencakup perhatian individu yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan, seperti kemudahan dalam menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan berkomunikasi dengan pelanggan, dan upaya 

perusahaan memahami keinginan serta kebutuhan pelanggan. Konsep 

empati bertujuan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, 

termasuk mempermudah komunikasi, memberikan perhatian. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS, selaku 

Sekretaris Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 

sebagai berikut: 

“kita mendahulukan kepentingan masyarakat saat di kantor 

dibandingkan kepentingan pribadi diluar, dan memberikan 

pelayanan yang baik” (Hasil wawancara AS, 04 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas, pemerintah memberikan 

perhatian lebih dan mementingkan kepentingan masyarakat dalam 

proses pelayanan di kantor desa bontorannu kecamatan kajang 

kabupaten bulukumba. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ina Suriani, Selaku 

pengguna layanan (masyarakat) Di kantor Desa Bontorannu Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 

“perhatian dari aparat desa bontorannu dalam proses 

pelayanan sangat baik dan memuaskan terutama terkait 

kepentingan masyarakat menjadi kewajiban perangkat desa” 

(Hasil wawancara IS, 05 April 2024). 

  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak R, Selaku 

pengguna layanan (masyarakat) di kantor Desa Bontorannu Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: 

“saat melakukan pelayanan merasa sangat nyaman karena 

setiap pelayanan tepat waktu dan cepat dan masyarakat tidak 

kesulitan saat kita melakukan pelayanan” 

 

 Dari hasil wawancara diatas, pemerintah memberikan 

perhatian yang sangat baik dalam proses pelayanan sehingga 

masyarakat merasa diberikan perhatian khusus. Pemerintah 
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memberikan perhatian lebih dan mengutamakan kepentingan 

masyarakat dalam proses pelayanan serta memberikan perhatian yang 

baik dalam proses pelayanan sehingga masyarakat tidak kesulitan 

dalam proses pelayanan. 

5. Tangible ( Bukti Fisik) 

 Penampilan fasilitas fisik dan perilaku karyawan, seperti 

kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan ruangan. Dimensi utama dalam 

kualitas pelayanan yang pertama adalah Tangible (berwujud), yaitu 

kemampuan Pemerintah Desa Bontorannu untuk menunjukkan 

eksistensinya kepada masyarakat. Hal ini mencakup penampilan dan 

kenyamanan ruang tunggu, sarana prasarana yang tersedia, penampilan 

sumber daya manusianya, dan kemudahan lokasi untuk dijangkau 

masyarakat. Semua ini merupakan bentuk nyata dari fasilitas yang ada 

di Kantor Desa Bontorannu. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A selaku Kepala 

Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebagai 

berikut: 

“terkait alat bantu dalam proses pelayan ini bagi kepentingan 

masyarakat desa bontorannu berbeda-beda juga dan 

alhamdulillah sudah bisa dilengkapi dan aparat menggunakan 

alat bantu ini dan alhamdullillah sudah bisa digunakan”. (Hasil 

wawancara A, 04 april 2024). 

 

 Dari hasil wawancara diatas tersebut terlihat bahwa aparat 

Desa Bontorannu kecamatan kajang kabupaten bulukumba telah 

menyediakan fasilitas alat bantu dalam proses pelayanan di kantor Desa 
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Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sehingga 

memudahkan proses pelayanan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rasyid selaku 

masyarakat (pengguna layanan) yaitu sebagai berikut: 

“ Mengenai Fasilitas di Kantor Desa ini sangat kecil dan mau 

di tambahkan ruangan terutama ruangan pelayanan sesuai 

staff” (Hasil wawancara R, 08 April 2024). 

 

 Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

fasilitas yang memengaruhi kenyamanan, termasuk kepuasan 

masyarakat, memiliki dampak signifikan terhadap proses pelayanan di 

Kantor Desa Bontorannu. Namun, masih terdapat kekurangan terutama 

dalam hal fasilitas ruangan yang sempit dan kurang memadai untuk 

proses pelayanan. Oleh karena itu, perbaikan atau peningkatan fasilitas 

tersebut mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan 

kepuasan masyarakat secara keseluruhan karena merupakan faktor yang 

mempengaruhi setiap pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kepuasaan masyarakat dapat diukur dengan sejauh mana kualitas 

pelayanan yang ada di kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba. 

Hasil penelitian berdasarkan teori Kotler (2016) dapat dilihat melalui 

penjelasan dibawah ini: 
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1. Reliability (keandalan) 

Unsur pertama dalam kepuasan masyarakat adalah keandalan 

(Reliability) dalam menentukan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 

Hal ini memastikan bahwa program yang telah di kenalkan sudah sesuai 

dengan program pemerintah dimana keandalan dalam penyediaan layanan. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keandalan dalam 

proses pelayanan  masyarakat terkait kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

di kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba bisa 

dikatakan sudah di laksanakan dalam pelayanan sehingga masyarakat dapat 

melakukan proses pelayanan yang baik karena adanya kemampuan 

masyarakat dikantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba, sehingga tingkat kepuasan masyarakat sudah memadai dengan 

adanya evaluasi terhadap saran-saran dari masyarakat. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, hal tersebut 

telah sesuai yang disampaikan informan bahwa keandalan dalam kemampuan 

memberikan pelayanan telah terlaksana dengan adanya kemampuan aparat 

dan cepat tanggap dalam proses pelayanan di kantor desa dapat menjadi lebih 

responsif dan sesuai dengan kebutuhan warga sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan masyarakat dalam melakukan pelayanan.  

Hal ini telah sesuai dengan teori Kotler (2016) bahwa keandalan 

(reliability) telah terprogram sesuai dengan teori yang dapat memberikan 

Kepuasan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sistem keandalan dan 

kemampuan aparat dalam proses pelayanan ini memiliki peran yang sangat 
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penting dan dominan dalam meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. 

Sistem ini memungkinkan masyarakat dalam proses pelayanannya yang baik 

berjalan lancar dengan cepat tanggapnya aparat dalam proses tersebut. 

2. Responsiveness (ketanggapan) 

Kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan merujuk pada tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap produk, 

layanan, atau pengalaman yang diberikan oleh suatu organisasi atau 

pemerintah. Penilaian ini didasarkan pada seberapa baik produk atau layanan 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan juga terkait dengan pengalaman dalam 

berinteraksi dengan organisasi atau pemerintah. Pelayanan pelanggan yang 

baik, termasuk kemudahan dalam mengakses informasi atau layanan, 

kejelasan prosedur, dan kesopanan dalam berkomunikasi, dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bahwa ketanggapan 

dan perhatian pegawai terhadap pelayanan sudah teratur dan dilaksanakan 

oleh pemerintah setempat dimana dalam meningkatkan kepuasan masyarakat 

tersebut sehingga kualita pelayanan yang baik berjalan dengan baik, sehingga 

dalam menanggapi keluhan masyarakat juga sudah serius dalam 

menanggapinya dan mengambil masukan dari masyarakat untuk menjadi 

bahan evaluasi pemerintah setempat. Inilah yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan masyarakat. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, hal tersebut 
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telah sesuai dengan yang disampaikan informan bahwa ketanggapan atau 

Responsiveness sudah cukup memadai. 

Hal ini telah sesuai dengan  Teori Kotler (2016) responsiveness telah 

sesuai dengan teori tersebut sehingga dalam menaggapi keluhan masyarakat 

juga sudah serius dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Dengan demikian, 

sistem responsiveness ini sangat efektif dalam meningkatkan tingkat 

kepuasan masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat merasakan 

kepuasan serta memberikan evaluasi yang berharga bagi pemerintah. 

3. Assurance (Jaminan) 

Jaminan dalam hal ini termaksud keterampilan dalam menyampaikan 

informasi dan keamanan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. 

Hal ini pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat dengan 

memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan 

kepuasan mereka. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kantor Desa 

Bontorannu dalam proses pelayanan telah memberikan jaminan, di mana 

aparatnya bertanggung jawab penuh sehingga proses pelayanan berjalan 

dengan baik. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan di Kantor Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, 

Kabupaten Kajang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang 

membuat  kepuasan masyarakat meningkat. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, hal tersebut 

telah sesuai dengan yang disampaikan informan bahwa jaminan dalam proses 
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pelayanan sudah ada dan merupakan tanggungjawab pemerintah setempat 

dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di Kantor Desa Bontorannu 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Hal ini telah sesuia dengan Teori Kotler (2016) bahwa jaminan ( 

assurance) telah sesuai dengan teori tersebut dimana dengan adanya jaminan 

proses pelayanan ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap 

proses pelayanan yang ada dikantor desa tersebut. 

4. Empathy (empati) 

Empati melibatkan perhatian pribadi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pelanggan, seperti kemudahan menghubungi perusahaan, kemampuan 

karyawan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, dan upaya perusahaan 

untuk memahami keinginan serta kebutuhan pelanggan. Tujuan dari konsep 

empati ini adalah untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada 

pelanggan, termasuk memfasilitasi komunikasi dan memberikan perhatian 

yang mendalam.  

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa empati Pemerintah 

memberikan perhatian yang sangat baik dalam proses pelayanan sehingga 

masyarakat merasa diperhatikan secara khusus. Dengan mengutamakan 

kepentingan masyarakat, pemerintah memastikan bahwa proses pelayanan 

berjalan dengan baik dan masyarakat tidak mengalami kesulitan. Oleh karena 

itu telah sesuai dengan yang dilakukan pemerintah dan ini dapat 

meningkatkan kepuasan mereka terhadap pemerintah dan layanan yang 

disediakan. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, hal tersebut 

telah sesuai yang telah disamapaikan informan bahwa pemerintah 

memberikan perhatian khusus dan lebih mudah dalam melakukan proses 

pelayanan dikarenakan aparat dalam memberikan pelayanan yang baik 

dengan mementingkan kepentingan masyarakat sehingga meningkatkan 

kepuasan masyarakat. 

Hasil ini telah sesuai dengan teori Kotler (2016), bahwa empathy( 

empati) telah sesuai dengan teori dimana aparat dalam memberikan perhatian 

yang utama dibandingkan kepentingan pribadi dalam proses pelayanan di 

kantor sehingga dapat meningkatkan kepuasa masyarakat. 

5. Tangible (Bukti Fisik) 

Tangible (berwujud), yaitu kemampuan Pemerintah Desa Bontorannu 

untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Hal ini mencakup 

penampilan dan kenyamanan ruang tunggu, sarana prasarana yang tersedia, 

penampilan sumber daya manusianya, dan kemudahan lokasi untuk dijangkau 

masyarakat. Semua ini merupakan bentuk nyata dari fasilitas yang ada di 

Kantor Desa Bontorannu. 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, fasilitas yang 

berpengaruh pada kenyamanan dan kepuasan masyarakat memiliki dampak 

besar terhadap proses pelayanan di Kantor Desa Bontorannu. Namun, masih 

ada kekurangan terutama dalam ruang yang sempit dan kurang memadai 

untuk pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan, 
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karena faktor ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam 

menerima layanan. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, hal tersebut 

telah sesuai yang disampaikan informan bahwa bukti fisik (Tangible) dalam 

proses pelayanan cukup memadai meskipun memiliki kekurangan yang lain 

dalam bentuk fasilitas yang lainnya sehingga dapat mengurangi kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang ada di kantor dalam hal menjadi bahan 

evaluasi pemerintah setempat. 

Hal ini telah sesuai dengan Teori Kotler (2016) bahwa bukti fisik ( 

Tangible) telah sesuia dengan teori tersebut meskipun memiliki beberapa hal 

yang harus di benahi dalam artian pemerintah dapat mengevaluasi 

kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat yang menimbulkan bukti fisik 

ini ada dalam hal proses pelayanan. Dengan demikian, sistem tangible ini 

sangat efektif dalam meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini 

memungkinkan masyarakat merasakan kepuasan serta memberikan evaluasi 

yang berharga bagi pemerintah. 

Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nur Rochmad 

Kurniawan,2019) menganalisa kualitas pelayanan kependudukan di desa 

Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Secara umum, 

Pelayanan masyarakat selesai tepat waktu sesuai tidak sampai lebih dari satu 

hari. Keterampilan aparat dalam memberikan pelayanan kurang baik dan 

belum berdasarkan TUPOKSI yang ada. 

Pada penelitian selanjutnya, (Heylen Amildha Yanuarita, 2024) 
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menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif  dengan pendekatan melalui 

wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian 

ini menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap pelayanan.(Yanuarita, 2024) 

Pada penelitian (Isgunandar1 , Asriana2,2023), pendekatan ini 

menggunakan metode deskritif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. 

Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa indikator tolak ukur 

kepuasan adalah kepastian waktu, kelengkapakan fasilitas dan 

infakstruktur.(Isgunandar et al., 2023) 

Pada penelitian (Sirajuddin Saleh1, Muh. Nur Akmal2, 2024), 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan 

observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan 

tingkat pelayanan terhadap kualitas pelayanan dikantor desa tersebut sudah 

dalam kategori memuaskan.(Saleh et al., 2024) 

Pada penelitian (Yurni Bulonggodu1 , Rusli Isa2, 2024), penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang disertai wawancara,dokumentasi, 

observasi. Penelitian ini mendapatkan bahwa masih ada pejabat yang belum 

optimal dalam pekerjaannya.(Bulonggodu et al., 2024)  

Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji memiliki 

beberapa perbedaan signifikan. Pertama, narasumber dan tahun penelitian 

yang berbeda; penelitian terdahulu menggunakan narasumber dan data tahun 

sebelumnya, sementara penelitian ini menggunakan narasumber yang baru 

dan data terkini. Kedua, lokasi penelitian berbeda; penelitian terdahulu 
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mungkin dilakukan ditempat yang berbeda dari lokasi penelitian baru ini, 

memberikan konteks dan lingkungan yanng berbeda. Ketiga, teori yang 

digunakan  dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Keempat hasil penelitian yang berbeda karena sumber dari narasumber 

da,lokasi, dan teori, yang dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan dan 

inovatif sesuai dengan perkembangan terbaru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Desa 

Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan 

dengan 3 kriteria yang dijadikan patokan yaitu sebagai berikut: 

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Desa Bontorannu, 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

berbagai jenis pelayanan yang disediakan cenderung positif. 

Kepuasan Masyarakat, Mayoritas masyarakat Desa Bontorannu 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa. Hal 

ini terlihat dari responsif dan empati petugas dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan di Kantor Desa Bontorannu juga telah teridentifikasi. 

Dengan adanya ketanggapan atau Responsiveness masyarakat dapat 

perhatian kecepatan pegawai dalam proses pelayanan serta 

mengungkapkan keluhan serta memberikan masukan untuk perbaikan 

layanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan 

masyarakat. 
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3. Presepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan administratif, sosial, 

dan ekonomi yang diberikan oleh Kantor Desa Bontorannu juga 

memengaruhi tingkat kepuasan mereka. Dengan adanya aset berwujud 

atau bukti fisik dalam artian fasilitas dalam proses pelayanan dapat 

memberikan kenyamanan terhadap masyarakat dan tindakan yang 

diambil berdasarkan temuan tersebut, pemerintah desa dapat terus 

meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepuasan masyarakat 

secara keseluruhan. 

B. Saran  

Berikut beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian 

ini, yaitu : 

1. Saran Akademis  

a. Pemerintah Desa Bontorannu menambah fasilitas tambahan ruangan 

untuk proses pelayanan karena salah satu faktor dalam meningkatkan 

proses kepuasan masyarakat. 

b. Perlunya ada latihan keterampilan pegawai agar terjamin secara 

menyeluruh dalam proses pelayanan yang baik. 

c. Pemerintah Desa Bontorannu dapat memberikan pelayanan yang baik 

dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan masyarakat. 

2. Saran Teoritis 

 Penelitian selanjutnya bisa memperluas penelitian ini dengan 
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menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi untuk 

mengumpulkan informasi. Di masa depan, penelitian bisa menggunakan 

metode lain untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di 

kantor Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, serta 

mendapatkan informasi dari perspektif yang berbeda. 
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Lampiran 1 dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bapak AS (selaku Sekretaris desa bontorannu). 

 

 

 

 

 

 

 

Wawanacara dengan bapak R selaku  wawancara dengan bapak K selaku 

Pengguna layanan di Kantor desa  selaku pengguna layanan di Kantor desa  
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wawancara dengan bapak A kepala desa wawancara dengan ibu IS selaku  

bontorannu  pengguna layanan (masyarakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto bersama Sekretaris desa bapak A  
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lampiran 2. SK pembimbing penulisan Skripsi 
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lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian 
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lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian dari LP3M 
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lampiran 5.Surat Izin Penelitian dari PTSP 
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lampiran 6. Surat Izin Pengambilan data 
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lampiran 7. Surat Telah Melakukan Penelitian 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan dibawah ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dan 

dianalisis pada penelitian yang berjudul “Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Di kantor Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba”. 

1. Informan Wawancara 

a. Kepala Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba 

b. Sekretaris Desa Bontorannu Kecamatan kajang Kabupaten 

Bulukumba 

c. Masyarakat Desa Bontorannu Yang melakukan pelayanan 

(sebanyak 4 orang) 

2. Daftar Pertanyaan 

Topik  Pertanyaan  

Keluhan dan Saran, Bagaimana 

tingkat keluhan dan saran 

masyarakat terhadap pelayanan 

a. Bagaimana menurut anda 

tentang kepedulian aparat 

desa terhadap pelayanan 

dan fasilitas yang ada di 

kantor desa saat melakukan 

pelayanan? 

b. Apakah di Kantor Desa 

Bontorannu tersedia kotak 

pengaduan untuk 

menampung keluhan 

masyarakat? 

Kepuasan masyarakat atau 

kepuasan pelanggan adalah 

pelayanan masyarakat terhadap 

kemudahan dalam proses 

pelayanan untuk mengakses 

informasi atau layanan 

a. Menurut Bapak, apakah 

aparat pelayanan 

memberikan kemudahan 

dalam melayani pengguna 

layanan dalam proses 

pelayanan? 

b. Bagaimana SOP di kantor 

desa bontorannu, terutama 
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tentang pelayanan kepada 

masyarakat? 

Pembeli bayangan (ghost) yaitu 

berperan sebagai pelanggan 

untuk mengevaluasi kualitas 

pelaayanan dari sudut pandang 

pelanggan yang sebenarnya. 

a. Apakah ada langkah-

langkah konkret yang 

diambil untuk 

meningkatkan efesiensi dan 

kepuasan pelanggan 

berdasarkan hasil evaluasi 

sistem pelayanan yang ada? 

b. Bagaimana tanggapan atas 

keluhan atau masalah yang 

mungkin timbul selama 

proses pelayanan? 

Analisis pelanggan yang lari 

yaitu pelanggan yang telah 

berhenti langganan dan meminta 

mereka untuk mengungkapkan 

alasan untuk dibalik kepuasan 

mereka terhadap pelayana dan 

dijadikan bahan evaluasi 

kedepannya. 

a. Seberapa pentingkah 

privasi dan keamanan 

terhadap tanggapan 

masyarakat dalam 

keluhannya yang tidak akan 

membuat keluhan tersebut 

menyebar ke yang lain 

sehingga tanggapan mereka 

hanya digunakan untuk 

perbaikan internal? 
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